Volume : 5 No. : 13 / April 2011 ISSN 1978 - 5518

KomMTi

Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa dan Teknologi Informasi

PENERAPAN METODIE: RESIKO BAYESIAN DALAM Pl MBUATAN APLIKASI

ANALISIN P I\()\A ATA MINING
0 \/\( TYAS | e

) N(.(.lINA.\ INYA

. . I SYAI l\u\l N =
(Survey Terhadap Warga Kelurahan Marunda Kecamat: llmunu k%0
Bambang Mudjiyanto / B‘iY'lJﬂllddlll l)nll th

IANYANGAN INFORMAST KRIMINALTTAS MEDIA T1ELEVISI I)/\N

1

POLA PENGGUNAAN INTERNET PADA PNS l:dAWA TIMUR = ik
Wahyudiyono

PEMANEFAATAN HHAND PHONI: I’.\I)/\ SISWA SLTA DI KO I/\ MATARAM DAN
KABUPATEN LOMBOK TIENGALL
Bambang Ricwan ko

PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL SUAMI — ISTRI TERHADAP MOTIVASI
PETANI DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI PADI SISTEM JAJAR LEGOWO

(Kasus di Desa Jagul Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

Lina Arisanti / Sunarru Samsi Hariadi

URGENSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH UNTUK
MENEKAN KONFLIK KEWENANGAN PUSAT — DAERAH
Sri‘Warjiyati / Suyanto

EVALUASI PERAN EDUKASI TELEVISI LOKAL Dl JAWA TIMUR
Surokim

-

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi

Dan Informatika Surabaya

Terakreditasi LIPI No. 320/AU1/P2MBI1/10/2010
SK Kep. LIPI No. 883/D/2010 Tanggal 27 Oktober 2010

v’




CATATAN REDAKSI

KomMTi, merupakan media ilmiah
(Jurnal) yang menginformasikan hasil
penelitian dan pengembangan yang materi
tulisan meliputi bidang komunikasi, media
massa dan teknologi informasi. Sekarang
sudah memasuki terbitan tahun kelima
(Volume 5) No. : 13 / April 2011 diterbitkan
oleh Balai Pengkajian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika (BPPKI)
Surabaya.

Akhir kata, redaksi berharap
dengan penerbitan KomMTi ini bisa
memberikan manfaat dan sebagai
referensi bagi para pembaca.

Redaksi

Redaksi menerima sumbangan tulisan dari luar. Naskah
harus asli, belum pernah diterbitkan/dimuat media lain
serta aktual diketik dengan berspasi ganda pada kerta A4
antara 15-30 halaman, dilengkapi dengan identitas penulis
(disertakan print-out dan disket atau via e-mail). Tulisan
dilengkapi dengan abstraksi berbahasa Inggris dan kata
kunci. Daftar pustaka disusun berdasarkan nama
pengarang, judul buku, penerbit, kota penerbit. dan tahun.
Setiap naskah yang masuk akan dikaji dan ditelaah oleh
sidang penyuntihgv bita perlu juga direvisi dengan tidak
mengubah isidan selanjutnya bisa diterbitkan atau ditolak
tulisan-yang masuk menjadi milik redaksi. (Lebih jelas bisa
dilihat pada Acuan Pentilisan di halaman. ferakhlr.lumal in)



KomMTi - Volume : 5, No. : 13 / April 2011

KomMTi

Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa dan Teknologl Informasi

DAFTAR ISI

PENERAPAN METODA RESIKO BAYESIAN DALAM PEMBUATAN APLIKASI
ANALISIS PROYEK DATA MINING
OB i csssiieviosmmn drensens sieohmssdhibanmscn seddes et asss s s e as S 1

TAYANGAN INFORMASI KRIMINALITAS MEDIA TELEVISI DAN
PENGGUNAANNYA OLEH MASYARAKAT

(Survey Terhadap Warga Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakut)
Bambang Mudjiyanto / Baharuddin Dollah ... 15

POLA PENGGUNAAN INTERNET PADA PNS DI JAWA TIMUR
S T R e e e i 35

PEMANFAATAN HAND PHONE PADA SISWA SLTA DI KOTA MATARAM DAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BREOANG RIGWRIERD, 5.r:cssissionscasvssss siatsson it oy S S e et st s s e eese s, 45

PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL SUAMI - ISTRI TERHADAP
MOTIVASI PETANI DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI PADI SISTEM JAJAR
LEGOWO

(Kasus di Desa Jagul Kacamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

Lina Arisanti / Sunarru Samsi HAMAQN ................cocoeveeevoeoseoeoooooeeoeooo 61

URGENSI INFORMAS| DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
UNTUK MENEKAN KONFLIK KEWENANGAN PUSAT - DAERAH
St Warjiyati / SUYANTO .......coevoveeeeeeeseeeeseeeeeeeeeeeeeeeeee e 73

EVALUASI PERAN EDUKASI TELEVISI LOKAL DI JAWA TIMUR
e e P R e e e 95

Salal Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Surabaya i




KomATi - Volume : 5, No, : 13/ April 2011

Urgensi Informasi Dan Komunikasi Kebijakan Otonomi Daerah Untuk
Menekan Konflik Kewenangan Pusat - Daerah

Oleh : Sri Warjiyati*
Suyanto °

ABSTRACT

Regional autonomy policy governed by the laws of local governments ; No. 32
tahun 2004. This policy followed the release of UU No. 33 tahun 2004 about the
financial balance between central and local. regional autonomy policy has
demanded reforms in the administration of the government to give space in a region
that allows the active participation of society in the process of government policy and
development.

Direction of the regional administration should be understood as a change of
direction while maintaining continuity of improvement that has been there for those
who lead a government system of governance in the region that must refer to and
imbued with the spirit of local government law.

Policy of regional autonomy must be balanced premises in distributing the
delegation of authority, responsibility and financial resources to provide better
public services so that the conflict of authority between central and local
governments can be minimized.

Key words : Autonomy, local autonomy, decentralization, fiscal decentralization.

1. PENDAHULUAN

Konsep otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos dan nomos. Auios
yang berarti sendiri, sedangkan nomos yang berarti undang-undang’'. Selanjutnya
otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi®.

Dewasa ini dikenal tiga sistem otonomi, yaitu: a). Otonomi formil, yaitu suatu sistem
otonomi dimana yang diatur adalah kewe-nangan-kewenangan pemerintah pusat
yang dipegang oleh pemerintah pusat (seperti: pertahanan dan keamanan, politik luar
negeri, peradilan, monoter fiskal dan kewenangan lainnya). Sedangkan kewenangan
daerah otonom adalah kewenangan yang di luar kewenangan pemerintah pusat
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' Sijabat, Rosdiana, 2000, Analisa Otonomi Keuangan dan Potensi Penerimaan daerah, Studi kasus Kabupaten Bantul,
UGM, Yogyakarta.

* Adisubrata, Winarna Surya, 19989, Otonomi Daerah di Era Reformasi, Pererbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
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tersebut. b). Otonomi materiil, merupakan kewenangan daerah otonom yang
dilimpahkan secara ekplisit disebutkan satu persatu (biasanya diatur dalam Undang-
undang Pembentukan Daerah otonom). Sedangkan kewenangan daerah otonom
adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut. c). Otonomi
Riil, merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh
pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah otonom yang
ber-sangkutan.Jadi kewenangan daerah otonom yang satu dengan daerah otonom
lainnya tidak sama’.

Sejak otonomi daerah dimulai, dengan menunjuk beberapa daerah/kota
sebagai daerah-daerah percontohan otonomi, maka telah terlihat adanya indikasi
konflik kepentingan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah
pusat. Masalah-masalah tersebut diantaranya persoalan kewenangan dan urusan
terhadap suatu bidang pekerjaan, hal ini dapat dilihat dari berbagai keluhan
pemerintah daerah tentang “urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah tapi
kewenangannya tetap dipegang pusat’. Begitu juga tentang perbedaan pandangan
tentang persoalan dan penguasaan terhadap asset-asset tertentu yang ada di daerah
otonom.

Banyak literature tentang otonomi daerah memandang sesungguhnya esensi
otonomi daerah adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyaraka, begitu
juga dalam konsep-konsep UU No 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No.
32/2004. Sebagai upaya mewujudkan pelayanan yang berkualitas, perlu
pemberdayaan daerah dengan memiberi kewenangan kepada daerah otonom untuk
mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan daerah, sehingga
masyarakat semakin merasakan adanya signifikansi dari perbaikan / peningkatan
kualitas pelayanan yang diberikan.

Penulis sangat menyadari bahwa adanya permasalahan-permasalahan
konsepsional yang tidak dipahami secara benar dan seragam dapat menimbulkan
persoalan yang urgen untuk diselesaikan, baik, persoalan politik, birokrasi, ekonomi,
dan sebagainya, sehingga undang-undang tentang pemerintah daerah mendesak
untuk dilakukan direvisi, karena tuntutan dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat
dinamis.

2. OtonomiDaerah dan pelzksanaan desentralisasidilndonesia

Kebijakan otonomi daerah harus dibarengi dengan kebijakan desentralisasi.
Kebijakan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga
desentralisasi merupakan suatu refleksi dalam proses reformasi politik, sosial budaya
dan ekonomi. Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah diwarnai adanya
kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat

' Kaho, Josef Riwu, 1991& 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik ndoresia, ldentifikasi beberapa faktor
yang mempengaruhipenyelenggaraannya, Edisil, Cetakan Ke-2, Penerbit Rajawali, Jakarta.
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beralih menjadi wewenang tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat.

Secara konsepsional pemerintah Indonesia telah mengambil bentuk sendiri
dalam format pengertian desentralisasi yang mana desentralisasi di Indonesia tampak
disamakan dengan devolusi, yang pada literatur tentang desentralisasi disebutkan
bahwa sebagian besar desentralisasi difokuskan pada satu dari empat bentuk
desentralisasi (political, spatial, market and administrative) yaitu pada administrative
decentralization. Tiga tipe dari desentralisasi administrasi adalah deconcentration,
devolution dan delegation, sehingga konsep inilah yang menghiasi berbagai Laporan
Bank Dunia dan organisasiinternasional dewasaiini.

Adminintrative Decentralizion menurut Rondinelli, adalah : “...the transfer of
responsibility for planning, management, and the raising and allocation of resources
from the central gevernment and its agencies to field units of government and its
agencies to field units of government agencies, suberdinate units or levels of
government, semi autonomous publisc authorities or orporation, area-widw regional or
fuctional authorities, or nongovernmental private or voluntary organization”.
Pengertian ini tampak menunjukkan secara jelas bahwa administrative
decentralization hanyalah suatu penyerahan sejumlah (beberapa) tanggung jawab
dari pemerintah pusat kepada organ-organ pemerintah dibawahnya atau level
pemerintahan di bawahnya. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa administrative
decentralization adalah suatu konsepsi yang jelas berada dan dijalankan dalam
bingkai Negara, sehingga tidak mengherankan bahwa untuk kasus Indonesia terjadi
permasalahan yang serius dalam implementasi otonomi daerah. Khususnya
munculnya perkembangan dalam pola pemikiran seakan otonomi itu adalah suatu
kedaulatan (sovereignty).

Menurut Studi Bank Dunia yang dilakukan oleh Rondinelli tersebut,
desentralisasi dapat dibagi menjadi empat jenis, vaitu : (1). Dekonsentrasi
(Deconsentration), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat
yang berada dalam garis herarki dengan pemerintah pusat di daerah. (2).
Pendelegasian (Delegation), yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada
organisai yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tak
langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur
dengan ketentuan perundangan. Pihak yang menerima wewenzang mempunyai
kekuasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian terssbut, walaupun
wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (Sovereign authority). (3).
Devolusi (Devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan
yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak
pemerintah daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat.
Dalam hal tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu
melaksaiakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak
langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya,
pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan
kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-
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sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya, serta; (4). Privatization yaitu
pelimpahan wewenang kepada organisasi non pemerintah atau swasta. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi organisasi tersebut untuk ambil bagian
secara nyata dalam proses pembangunan nasional. Gagasan ini lebih menonjol
dalam rangka debirokratisasi dalam arti pengambilan keputusan untuk melaksanakan
fungsi-fungsi tertentu dengan melibatkan organisasi-organisasi non pemerintah.

Menurut Campo dan Sundaram, 2002; Sidik (2002); Martinez-Vazquez dan
McNab (1997); desentralisasi juga dapat dibedakan dalam beberapa konsep, yaitu :

(a) Desentralisasi geografis atau desentralisasi teritorial, yakni pembagian suatu
wilayah menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dengan kewenangan yurisdiksi
yang jelas diantara daerah-daerah tersebut;

(b) Desentralisasi fungsional yakni pendistribusian kewenangan dan tanggungjwab
negara kepada unit-unit fungsional yang berbeda-beda dalam suatu
pemerintahan;

(c) Desentralisasi politik dan administrasi. Desentralisasi politik berkenaan dengan
kewenangan pembuatan keputusan yang bergeser dari pemerintah yang lebih
tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks ini partisipasi
masyarakat lokal dalam proses pembuatan keputusan mendapat peluang yang
sangat luas. Sedangkan desentralisasi administrative erat kaitannya dengan
desentralisasi politik, bahkan secara faktual keduanya sulit dibedakan. Namun
lebih difokuskan pada operasionalisasi atau implementasi kebijakan/ keputusan
publik agar berhasil secara optimal.

(d) Desentralisasi finansial, yakni berkaitan dengan pelimpahan tanggung jawab
pembelanjaan dan pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah. Bentuk-bentuk desentralisasi finansial ini antara lain adalah self-
financing beberapa penyelenggaraan pembangunan di daerah, cofinancing atau
coproduction dengan pihak-pihak swasta, intesifikasi dan ekstensifikasi pajak-
pajak daerah dan retribusi, pinjaman daerah, serta transfer atau subsidi antar
tingkatan pemerintahan.

Selanjutnya Behrman (2003) dan Sidik (2002), menyatakan bahwa dorongan
desentralisasi yang terjadi di berbagai negara dunie terutama negara-negara
berkembang, dipengaruhi oleh- beberapa faktor misalnya latar belakang atau
pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam
pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat,
tanda-tanda adanya disintegrasi, dan banyaknya kegagalan yang dialami oleh
pemerintah sentralistis dalam memberixan pelayanan masyarakat yang efektif.

Kegagelan penyeienggaraan pelayanan masyarakat yang kemudian
memunculkan pemikiran perlunya pengaturan desentralisasi termasuk desentralisasi
fiskal adalah berkaitan dengan siklus pengelolaan dana yang berasal dari pusat
kepada daerah berupa subsidi dan bantuan (Inpres). Permasalahan yang muncul dari
pengelolaan yang terpusat ini meliputi: (1) aspek perencanaan, dominannya peranan
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pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan (top down) di daerah dan kurang
melibatkan stakeholder, (2) aspek pelaksanaan, harus tunduk kepada berbagai
arahan berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari pusat, dan (3)
aspek pengawasan, banyaknya institusi pengawasan fungsional, seperti BPKP, Irjen
Departemen, Irjenbang, Inspektorat Daerah yang dapat saling tumpang tindih
(Boediono, 2002; Sidik, 2002; dan, Widjaja, 2002).

Menurut Bahl dan McMullen (2000) dan Widjaja (2002) yang terpenting dari
desentralisasi adalah makin dekatnya hubungan antara pemerintah dengan rakyat.
Jika keinginan rakyat sangat beragam dan Pemerintah Daerah memiliki
tanggungjawab untuk menyediakan pelayanan-pelayanan yang tidak memiliki
dampak eksternal yang besar, maka manfaat yang dapat diperoleh berupa pelayanan
publik yang lebih baik, pejabat pemerintah yang bertanggungjawab dan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat,

Secara administrasi, desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang untuk
mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan
untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggungjawab tersebut terutama
menyangkut perencanaan perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen
fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah,
tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan
tertentu. Selanjutnya desentralisasi secara garis besarnya terdiri atas dekonsentrasi
(deconcentration), devolusi (devolution) dan pendelegasian (delegation or institutional
pluralism). Alasan utama perlunya pemerintahan desentralistik lainnya adalah karena
adarya pertimbangan efisiensi, akuntabilitas, kemampuan pengelolaan
(manageability), dan otonomi. Pada negara berkembang, desentralisasi ditujukan
untuk menghindari pengelolaan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien,
ketidakstabilan makroekonomi serta tidak cukupnya pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan desentralisasi sangat tergantung pada desain, proses
implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-
masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat keseluruhan, kesiapan
administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia,
mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan
sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya
dalam pelayanan sektor publik.

Pefnerintahan yang bersifat sentralistik akan dapat mengalokasikan anggaran
yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa yang bisa dimanfaatkan secara
nasional (Bahl dan Linn, 1992 : 388). Seperti halnya di Indonesia, Pemerintahan
Indonesia telah melakukan kebijakan desentralisasi, meskipun sebagian besar dari
program pembangunan rnasih dikendalikan oleh pusat. Kebijakan desentralisasi di
Indonesia dewasa ini telah dikuatkan dalam Undang-Undang No. 32/2004 dan
Undang-Undang No. 33/2004 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No.
22/1999 dan Undang-Undang No. 25/1999. Menurut Undang-Undang ini telah
dijelaskan mengenai pengertian desentralisasi sebagai penyerahan wewenang
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pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kebijakan desentralisasi fiskal, misi utamanya adalah untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat,
terciptanya efektifitas dan efisiensi  pengelolaan sumberdaya daerah serta
menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
pembangunan‘. Sehingga desentralisasi fiskal untuk menyediakan pelayanan-
pelayanan pemerintahan yang lebih efisien dan aspiratif :

Sistem pemerintahan dengan melakukan desentralisi fiskal karena didorong
adanya pertimbangan efisiensi, akuntabilitas, kemampuan pengelolaan (manage
ability), dan otonomi. Pemerintahan Indonesia melakukan proses desentralisasi fiskal
karena untuk menghindari pengelolaan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien,
ketidakstabilan makroekonomi dan tidak cukupnya pertumbuhan ekonomi®

Berdasarkan hasil studi empiris menunjukkan tidak kuatnya korelasi tingkat
desentralisasi dengan : (i). Jumlah dan tingkat kepadatan penduduk serta luasnya
suatu negara, (ii). Tingkat urbanisasi, dan (iii). Struktur konstitusi dan komposisi
kelompok etnis penduduk. Sedangkan hasil studi lain menunjukkan adanya korelasi
yang kuat di antara tingkatan desentralisasi dengan faktor-faktor ekonomi dan
teknologi sehingga membuktikan bahwa desentralisasi dari berbagai tipe hanya dapat
terwujud bila kesatuan nasional telah tinggi, sehingga desentralisasi lebih merupakan
permasalahan idiologis yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kemandirian,
demckrasi, partisipasi rakyat, dan pertanggungjawaban pemerintah serta aparatnya
kepada rakyat secara keseluruhan’

Dari uraian di atas telah menggambarkan bahwa sesungguhnya terdapat
persoalan yang mendasar yang memerlukan pengkajian dan penataan kembali
tentang implementasi otonomi daerah di Indonesia yang memerlukan banyak
peraturan. Menurut pemikiran penulis setidakrya terdapat dua tingkat masalah yang
secara simultan harus diperhatikan. Pertama, pada tingkat pemerintah pusat harus
ada kejelasan arah dan kemampuan untuk membuat batasan-batasan yang tegas
tentang desentralisasi dengan aturan (regulasi) yang tidak menimbulkan multi tafsir.
Pemerintah pusat juga dituntut memiliki kemanipuan dalam melakukan sosialiasi
tentang esensi dari otonomi daerah. Terlepas dari mendesaknya tuntutan otononi
sebagai akibat dari kegagalan pemerintah pusat dalam menyentuh setiap lapisan
masyarakat. Implementasi otonomi yang sekarang ini berjalan juga dijalankan dengan
tergesa-gesa, sehingga memberi kesan akan adanya kebutuhan popularitas politik

* Mardiasmo, 2001: 1, Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD Dalam Era Otonomi Daerah, Makalah
Workshcp Kerjasama SIAGA Project dan STIE Kerjasama, Jogyakarta.

' Rao, M. Govinda, 2000: 78, “India: Intergovarnmental Fisca! Relations in a Planned Economy” dalam Bird, Richard M
dan Francols Valllancourt (eds) dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries, Cambridge University Press,
Cambridge
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pemerintahan era Habibie pada saat itu. Kedua, pada tingkat pemerintah daerah
diperlukan suatu pra-kondisi yang cukup memadai (sufficient) baik itu dalam elit politik
di daerah, birokrasi pemerintah daerah maupun masyarakat daerah. Banyak ketidak
harmonisan yang terjadi di daerah selama implementasi otonomi daerah, hal ini
disebabkan karena tidak adanya cara pandang yang sama antar semua lapisan
(segmen) yang ada dalam suatu daerah, tentang esensi dari otonomi daerah. DPRD
telah menjadi musuh politik pemerintah daerah (eksekutif), bupati telah menjadi
penguasa yang memiliki otonom secara absolut, hubungan antara pengusaha (dunia
swasta) dengan pemerintah yang tidak lagi harmonis, dimana banyak pemerintah
daerah yang dengan bangga telah menetapkan Perda yang kemungkinan akan
mengusir pengusaha di daerahnya.

3. Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Pemerintah Pusat dan
daerah

Desentralisasi merupakan bagian yang teramat penting didalam proses
demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan pusat atau terpusat
yang cenderung otokratis berubah menjadi pemerintahan lokal yang dipilih langsung
oleh masyarakat. Alasan maraknya proses desentralisasi adalah untuk memperbaiki
mutu pelayanan kepada masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan. Di dalam
konteks ini titik berat desentralisasi adalah pelayanan bukan kekuasaan. Dengan kata
lain desentralisasi adalah suatu upaya mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya
(bringing the State closer to the people). Seiring dengan telah terselesaikannya
kendala kehidupan politik di Indonesia yang ditandai dengan telah terbentuknya
penyelenggara pemerintahan yang baru hasil suatu proses yang cukup demokratis,
maka harapan akan membaiknya perekonomian dan berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara lainnya di Indonesia menjadi terbuka, dan semoga dalam
tempo yang tidak terlalu lama harapan tersebut akan menjadi kenyataan. Selain itu
juga semangat refcrmasi dan perubahan diberbagai bidang serta dorongan dan
dampak dari proses demokratisasi telah menggugah pemerintah bersama dengan
parlemen dalam melahirkan dua undang-undang yaitu sejak keluarnya UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut
merupakan dasar bagi proses desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan
bertanggung jawab.

Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan
pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada
masyarakat menjadi lebik baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi
lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil
apabila pelayanan pemerintah kepada masyarakat inenjadilebin baik dan masyarakat
menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Desentralisasi
kewenangan tersebut akan berakhir dengan semakin meningkatnya peranserta
masyarakat dan berubahnya peran pemerintah dari provider menjadi fasilitator.
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Menurut Tamin (1998) dan Nugroho, bahwa berkaitan dengan implementasi
kebijakan reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang harus
dipahami semua pihak adalah makna dan arti reformasi itu sendiri secara benar, yaitu
reformasi sebagai suatu langkah perubahan kearah perbaikan tanpa merusak atau
seraya memelihara dengan diprakarsai oleh mereka yang memimpin suatu sistem. Hal
ini perlu disadari bahwa tanpa reformasi sistem itu bisa goyah, atau dengan kata lain
sebaiknya reformasi itu diprakarsai dari sistem itu sendiri sehingga metode reformiasi
akan dapat bersifat gradual, bertahap dan berkesinambungan. Karenanya, arah
kebijakan refoemasi dan reorientasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Indonesia seharusnya mengacu kepada berbagai permasalahan yang selama ini
selalu dijadikan bahan perdebatan dalam melakukan kajian terhadap hubungan
Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain adalah:

(1) Distribusi kewenangan yang tergambar sebagai piramida terbalik, dimana
kewenangan ditingkat pusat sangat besar dan di tingkat daerah semakin
mengecil terlebih-lebih pada Daerah Tingkat II. Kondisi ini akibat adanya alasan
pembenar yang berasumsi bahwa Pemerintah Daerah belum dianggap mampu
untuk melaksanakan sebagian besar urusan-urusan pemerintah, karena
dihadapkan pada Sumber Daya Manusia yang terbatas.

(2) Hubungan Kepala Daerah dan DPRD yang kurang serasi, akibat kedudukan
DPRD berada di bawah bayang-bayang Kepala Daerah. Dengan demikian DPRD
menjadi sulit untuk dapat bergerak secara proporsional dalam menjalankan tugas
dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bertugas mengawasi dan
mengontrol penyelenggaraan pemerintahan, serta sebagai tempat untuk
menyalurkan aspirasi masyarakat.

(3) Pendapatan daerah yang kecil menghambat bagi Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang terus semakin meningkat untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecil-nya pendapatan daerah
seringkali disebabkan oleh lapangan Dajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat
terbatas. Kondisi seperti ini masih diperburuk dengan kebijakan pengaturan
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang masih menggunakan pola-pola
bagi hasil pajak dan non pajak, subsidi daerah otonom (SDO) yang dipandang
kurang menguntungkan daerah.

(4) Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Dinas-Dinas Daerahnya, belum
mencerminkan adanya suatu Lembaga yang benar-benar dibentuk atas
pertimbangan beban kerja atau volume kerja sebagai bagian dari pelaksanaan
distribusi kewenangan, sehingga tercermin tidak efisien baik dari segi
pembiayaan maupun pengisian perso-nilnya. Terdapat kecenderungan bahwa
nomenklatur pembentukan kelembagaan Dinas Daerah sebagai perangkat
Pemerintah Dae-rah diatur secara seragam baik jumlah jabatannya maupun
nomenklaturnya, sehingga tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah
yang bersangkutan.
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(5) Tersumbatnya partisipasi dan peran serta masyarakat diakibatkan adanya
kecenderungan dan anggapan yang kuat bahwa pemerintahlah yang memiliki
tanggung-jawab yang besar dalam melaksanakan ke-giatan-kegiatan
pembangunan dan kebijakan-kebijakan publik. Akibatnya, banyak kegiatan-
kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya dapat
diserahkan kepada kekuatan di luar pemerintahan seperti LSM atau pihak
Swasta, masih sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah
Daerah.

Dengan adanya berbagai permasalahan otonomi daerah sebagaimana yang
telah dikemukakan, pemerintah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah
memperluas kewenangan pelaksanaan otonomi daerah dengan menyerahkan
sepenuhnya beberapa bidang (desentralisasi polittk dan administratif) urusan
pemerintahanan kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Bidang-bidang
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
meliputi : Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian,
Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup,
Pertanahan, Koperasi, dan Tenaga Kerja. Sementara itu kewenangan Pemerintah
Pusat terbatas pada penanganan Bidang Politik Luar Negeri, Hankam, Peradilan,
Moneter/ Fiskal dan Agama, serta bidang-bidang tertentu seperti : Kebijakan
Perencanaan Nasional, Dana Perimbangan, Sistem Administrasi Negara, Pembinaan
dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam
dan teknologi tinggi yang strategis, Konservasi dan Standarisasi Nasional. Sedangkan
kewenangan Propinsi baik sebagai Daerah Otonom maupun Wilayah Administratif
diberikan batasan kewenangan,yaitu hanya menyelenggarakan bidang-bidang
urusan pemerintahan yang tidak mampu ditangani oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Daerah Kota, atau bidang-bidang urusan Pemerintahan yang sifatnya
lintas Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai konsekwensi atas perluasan pelimpahan
kewenangan kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota pada sebagian besar
bidang pemerintahan tersebut, membawa konsekwensi terhadap kesiapan Daerah
untuk menerima peningkatan tugas can tanggung jawab yang harus diembannya.

3.1 Pelaksanaan OtonomiDaerah di Era Reformasi

Undang-undang Pemerintahan di daerah No. 5 tahun 1974 cleh daerah
masih dirasakan kurang memberikan kesempatan bagi ctonomi daerah untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri, dan berdasar aspirasi dan potensi masyarakat. Di samping itu juga
tidak berfungsinya secara optimal peran dan tugas DPRD, baik sebagai badan
legislatif maupun sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerzh (Adisubraia, 1999).

Kondisi diatas membuat daerah-daerah menuntut dilakukannya
peninjauan kembali serta pembaharuan terhadap Undang-undang
Pemerintahan daerah yang lebih menekankan pelaksanaan asas
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desentralisasi. Dengan demikian akan lebih menjamin perkembangan

demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dengan jalan

memberdayakan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dan mampu
mengembangkan inisiatif serta check and balance dalam pelaksanaan otonomi
daerah.

Tuntutan tersebut tercermin dalam hasil sidang Istimewa MPR tahun 1998,
yang menghasilkan Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 yang mengatur tentang
penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut ketetapan ini daerah diberi
kewenangan yang luas dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional,
yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian pemanfaatan sumberdaya
alam yang berkeadilan serta pembagian keuangan pusat dan daerah. Selainitu
penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu
dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 memberikan dasar untuk
memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta
meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran
dan fungsi Dewan perwakilan Rakyat. Kabupaten dan Kota mempunyai
kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan
menurut prakarsa maupun aspirasi masyarakat setempat. Dalam Pasal 121
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tersebut disebutkan bahwa sebutan
Propinsi Dati |, Kabupaten Dati Il, Kotamadya Dati Il sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 berubah masing-masing menjadi
Propinsi, Kabupaten dan Kota. Kewenangan daerah Propinsi merupakan
daerah otonom yang meliputi urusan/kewenangan antara daerah otonom
kabupaten/kota, urusan yang tidak dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan
kota serta wilayah administrasi, yaitu wilayah dekonsentrasi yang dibebankan
kepada Kepala daerah Propinsi sebagai perangkat pemerintah pusat. Prinsip-
prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-undang No. 22 tzhun 1999
adalah:

1). Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip
demokratisasi dan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah.

2). Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi luas dalam arti
penyaluran kewenangan pemerintah yang secara nyata dilaksanakan di
daerah. ’

3). Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada
Kabupaten dan Kota, sedangkan otonomi daerah propinsi adalah otonomi
terbatas.

4). Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi Negara, sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusatdan daerah.

5). Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengutamakan kemandirian

daerah otonom sehingga dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi
wilayah administrasi atau kawasan khusus, yang dibuat oleh pemerintah
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atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan
pelabuhan udara, kawasan perkotaan baru, kawasan pertambangan dan
semacamnya.

6). Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi
badan legislatif daerah, baik sebagai penyalur aspirasi rakyat maupun
sebagai lembaga pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dijalankan oleh lembaga eksekutif daerah.

7). Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan
kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ini, maka mengandung pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

1). Bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan kewenangan
berdasar azas dekonsentrasi dan desentralisasi.

2). Penyelenggaraan azas dekonsentrasi sebagai pancaran negara kesatuan
menunjukkan elemen perekat bangsa.

3). Daerah yangdibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi
adalah propinsi, sedangkan daerah yang diperintah berdasarkan asas
desentralisasi adalah kabupaten dan kota yang merupakan daerah
otonom yang berwenang menentukan dan melaksanakan kebijakan
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dilandasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berperan sebagai badan
legislatif pengawas atas penyelenggara pemerintah daerah.

4). Kotamadyalkabupaten dan kota administratif yang dibentuk berdasarkari
Undang-undang No. 5 tahun 1974 dan telah berkembang dijadikan daerah
otonom (yang memenuhi syarat pembentukan daerah otonom).

5). Kecamatan yang menurut Undang-undang Nc. 5 tahun 1374 sebagai
wilavah administratif dalam rangka dekonsentrasi menurut Undang-
undang No. 22 tahun 1999, diubah menjadi bagian daerah otonom
kabupaten atau kotamadya.

6). Kedudukan DKI sebagai Ibukota Negara yang telah diatur dengan
Undang-undang No. 11 tahun 1990 akan diatur tersendiri dan disesuaikan
dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999,

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan azas
desentralisasi yang dianut dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 mencakup
pengertian; a). Bahwa pemberian kewenangan yang luas pada daerah otonom,
kecuali dalam bidang Pertahanan dan keamanan: Palitik luar negeri; Peradilan:
Monoter, fiskal serta kewenangan bidang pemerintah lainnya. B). Proses
pemerintahan daerah otonom yang baru berdasar azas desentralisasi atau mengakui
adanya daerah otonom yang sudah dibentuk berdasar perundang-undangan
sebelumnya. Sementara berdasarkan azas dekonsentrasi mengandung pengertian
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bahwa pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada
perangkat daerah; serta Pemerintahan propinsi sebagai wilayah administrasi dan
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur. Sedangkan dalam
pemerintahan daerah tidak ada lagi perangkat pembantu Gubernur, pembantu bupati.
Pemerintah pusat dapat menugaskan kepadz daerah otonom untuk melaksanakan
tugas tertentu. Penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib meningkatkan
kemakmuran daerah, dan tetap dapat memelihara hubungan serasi antara
pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan
(Adisubrata, 1999).

Dalam bidang keuangan daerah, guna menyelenggarakan otonomi daerah yang luas,
nyata dan bertanggung jawab, diperlukan keuangan dan kemampuan menggali
sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung pula oleh pembagian keuangan
antara pusat dan daerah yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan
dan administrasi negara. Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 Bab VIII, Pasal 78
dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di
daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) (Suparmoko, 2002).

3.2 Keuntungandan Kerugian Sistem Otonomi Daerah

Menurut Suparmoke (2002), tujuan pengembangan otonomi daerah
adalah: a). Memberdayakan masyarakat, b). Menumbuhkan prakarsa dan
kreatifitas, c). Meningkatkan peran serta masyarakat, dan d). Mengembangkan
peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun demikian perlu
pula diketahui bahwa di sisi lain ada sistem pemerintahan yang bersifat
sentralisasi dimana pengambilan keputusan lebih banyak ditentukan oleh
pemerintah pusat dengan alasan diantaranya adalah : a) untur memelihara
aspek pemerataan antar daerah, b). kemampuan administrasi di banyak
pemerintah daerah masih lemah, c). masih terdapat perbedaan yang tinggi
dalam kondisi dan kemampuan keuzngan antar daerah, d). 1intuk mengurangi
gerakan separatis, dan e). untuk perencanaan nasional dalam pembangunan
sosial dan ekonomi. Oleh karena itu dalam otonomi daerah dikembangkan
sistem keuangan daerah yang mendukung penyelenggaraan tugas pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai atas beban APBD serta
penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai atas beban APBN.

Peranan pemerintah dalam perekonomian, telah sering disinggung
bahwa barany publik dan eksternalitas akan lebih baik dikelcla oleh pemerintah
berdasarkan geografis (spatial). Barang publik ada yang manfaatnya terpusat
secara geografis sebagai barang publik lokal (local public goods), dan barang
publik yang sifatnya nasional (nonational public goods). Begitu pula untuk
eksternalitas, ada yang bersifat lokal maupun nasional.
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Keuntungan sistem pemerintahan dengan otonomi daerah akan lebih
mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan
preferensi (keinginan) masing-masing masyarakat di daerah. Selain dari itu
dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan lebih tanggap
terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri. Proses politik dalam masyarakat
yang lebih sempit akan lebih cepat dan efisien daripada dalam masyarakat yang
luas. Dengan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakatnya maka
akan lebih sedikit kekurangan atau kesalahan yang akan dibuat dalam
mekanisme pengambilan keputusan. Dengan sistem otonomi daerah, maka
masyarakat dapat menyediakan jasa pelayanan yang berbeda-beda dengan
tingkatan yang berbeda pula yang sesuai dengan preferensi masyarakat yang
bersangkutan, penduduk akan bebas berpindah tempat tinggal ke daerah yang
sesuai dengan keinginannya, proses politik akan lebih cepat, sederhana dan
efisien.

Kerugian sistem otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah akan kurang
efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang ada.
Suatu misal apabila pemerintah daerah diminta untuk menyediakan barang
publik nasional seperti pertahanan dan keamanan, masalah pemerataan
penghasilan (redistribusi penghasilan) dan masalah ekonomi makro, tentu saja
hasilnya tidak akan memuaskan. Dalam hal pertahanan dan keamanan apabila
hal ini diserahkan kepada pemerintah daerah, tentu setiap daerah akan
bertanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing dalam menghadapi
serangan dari luar. Sedangkan dalam hal redistribusi pendapatan, pemerintah
daerah juga tidak akan efisien dalam mengusahakannya, karena redistribusi
pendapatan biasanya ditempuh dengan mengenakan pajak pada kelompok
kaya dengan memberikan subsidi kepada kelompok berpenghasilan rendah.
Begitu pula kaiiannya dengan tujuan ekonomi makro, maka jelas pemerintah
daerah tidak akan dapat melaksanakannya; khususnya yang berkaitan dengan
kebijalkan monoter. Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi jumlah
uang yang beredar, begitu pula kebijakan pemerintan daerah dalam bidang
kesempatan kerja dan harga tidak akan banyak berpengaruh dalam suatu
daerah. Setiap kebijakan fiskal tentu akan ditanggapi dengan kepindahan
subjek pajak ke daerah lain yang lebih menguntungkan, oleh karea itu
pemerintah pusatlah yang harus bertanggung jawab terhadap kebijakan
stabilisasi ekonomi makro (Suparmoko, 2002). Selain dari beberapa
keuntungan pelaksanaan desentralisasi yang telah disebuikan diatas,
keuntungan lainnyaadalah :

1). Menyebarkan pusat pengambiian keputusan (decongesdon), Apabiia
semua masalah diletakkan di tangan seseorang atau sekelompok
pengambil keputusan saja, maka dapat dipahami akan terjadi
penumpukan (congestion) wewenang pada satu pusat pengambil
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2).

3).

4).

5).

keputusan saja, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan
keputusan.

Kecepatan dalam pengambilan keputusan (speed). Oleh karena itu tidak
semua masalah perlu diputuskan oleh satu pusat pengambil keputusan
saja, tentunya pengambilan keputusan ini dapat dilaksanakan dengan
lebih cepat. Apabila di negara sedang berkembang, dimana transportasi
dan komunikasi tidak selalu lancar, penyebaran wewenang kepada lebih
dari satu pusat pengambil keputusan akan mempercepat proses
pengambilan keputusan ini.

Pengambilan keputusan yang realistis (economic and social realism).

Sangat sukar bagi seseorang pengambil keputusan yang tidak mengenal
kondisi tempat dimana masalah itu timbul untuk mengambil keputusan
yang realistis. Pengambil keputusan ditingkat pusat akan sulit memahami
kondisi lokal, maupun kondisi sosial (kebiasaan dan tradisi), khususnya
uantuk negara yang masyarakatnya mempunyai kebudayaan yang
beranekaragam.

Penghematan (economic-efficiency). Seringkali lebih ekonomis
memperkerjakan tenaga lokal setempat daripada mengirimkan pejabat
dari pusat ke daerah, yang memeriukan biaya perjalanan dan sebayainya.

Keikutsertaan masyarakat lokal (/ocal participation). Sentralisasi akan
mudah menimbulkan perasaan masa bodoch pada masyarakat lokal
karena menganggap semua kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh
pemerintah pusat, tanpa mereka harus berusaha sendiri. Kadang-kadang
masyarakat lokal merasa tidak ada kaitan antara pajak yang mereka bayar
dengan pelayanan yang mereka terima. Atau sebaliknya, masyarakat
lokal merasa bahwa kebutuhan mereka tidak diperhatikan oleh
pemerintah pusat, walauoun daiam kenvataannya pengeluaran
pemeriniah pusat untuk daerah yang bersangkutan relatif besar.
Desentralisasi akan memberikan peluang dan mempromosikan
kepedulian masyarakat pada program-program pemerintah daerah
melalui partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan publik.

Solidaritas Nasional (National solidarity). Pendapat umum mengatakan
bahwa kesatuan nasional dapat dibina melalui perencanaan terpusat dan
bukan dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah
menurut cara mereka sendiri. Namun sebenarnya pemberian kesempatan
seperti itu dapat menyalurkan aspirasi masyarakat lokal sedemikian rupa
sehingga perasaan bahwa suztu daerah tidak diperhatikan, sedangkan
daerah lainnya mendapat perhatian terlalu besar dapat dihilangkan.
Solidaritas nasional justru dapat dibina dengan memberikan kesempatan
pendelegasian wewenang dalam sistem desentralisasi, dan sekaligus
menghilangkan kediktatoran dan pengambilan keputusan (Sidik, 2001).
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Disamping keuntungan-keuntungan tersebut, desentralisai juga
menimbulkan masalah. Desentralisasi tidak berarti memberikan kewenangan
penuh tanpa batas kepada pemerintah daerah, yaitu pemerintah pusat pada
tingkat terakhir, yang bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kepada
masyarakat. Dalam keadaan demikian, desentralisasi mencakup gabungan
antara partisipasi dan inisiatif daerah dengan pengarahan dan pengawasan
pusat. Implikasi desentralisasi terhadap keadilan antar daerah akan bervariasi
tergantung pada pengaturan kelembagaan dan kebijakan pemerintah yang
menyangkut pemerataan antar daerah dan penduduk. Desentralisasi tidak
hanya gagal untuk meningkatkan pelayanan sektor publik, tetapi bisa
memberikan implikasi pada ketidakstabilan nasional, bila pemerintah tidak
melakukan upaya redistribusi sumberdaya keuangan kepada wilayah yang
lebih miskin, desentralisasi di bidang fiskal akan berakibat makin
memperiebarnya disparitas antar daerah. Kendala ini dikenal dengan “The
Dangers of Decentralization” (Bird, 1998).

3.3 Desentralisasi dan Kaitannya Dengan Masalah Hubungan Keuangan
Pusat-Daerah

Desentralisai Administratif dalam bidang keuangan yaitu pelimpahan
wewenang yang untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab dan
sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan
tanggung jawab ini menyangkut perencanaan, pendanaan dan menejemen
fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daera*,
tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau
perusahaan tertentu. Desentralisai menurut studi Bank Dunia, maka pada
dasarnya desentralisasi dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: (1).
Dekonsentrasi (Deconsentration), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat kepada pejabat yang berada dalam garis herarki dsngan pemerintah pusat
didaerah. (2). Pendelegasian (Delegation), yaitu pelimpahan wewenang untuk
tugas tertentu kepada organisai yang berada di luar struktur birokrasi reguler
yang dikontrol secara tak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian
wewenany ini biasariya diatur dengan ketentuan perundangan. Pihak yang
menerima wewenang mempunyai kekuasaan (discretion) dalam
penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap
pada pihak pemberi wewenang (Sovereign authority). (3). Devolusi (Devolution),
yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah
dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak pemerintah daerah
mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam hal
tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan
tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung
atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah
daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan
kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-
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sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya, serta; (4). Privatization
yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi non pemerintah atau swasta.
Hal ini biasanya dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi organisasi
tersebut untuk ambil bagian secara nyata dalam proses pembangunan nasional.
Gagasan ini lebih menonjol dalam rangka debirokratisasi dalam arti pengambilan
keputusan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan melibatkan
organisasi-organisasi non pemerintah. Namun berdasarkan kepada hasil studi
empiris tersebut, juga menunjukkan tidak kuatnya korelasi tingkat desentralisasi
dengan : (i). Jumlah dan tingkat kepadatan penduduk serta luasnya suatu
negara, (ii). Tingkat urbanisasi, dan (iii). Struktur konstitusi dan komposisi
kelompok etnis penduduk. Sedangkan studi lain yang sejenis menunjukkan
adanya korelasi yang kuat di antara tingkatan desentralisasi dengan faktor-faktor
ekonomi dan teknologi dan hal ini membuktikan bahwa desentralisasi dan
berbagai tipe hanya dapat terwujud bila kesatuan nasional telah tinggi, sehingga
desentralisasi lebih merupakan permasalahan idiologis yang dihubungkan
dengan pencapaian tujuan kemandirian, demokrasi, partisipasi rakyat, dan
pertanggungjawaban pemerintah serta aparatnya kepada rakyat secarz
keseluruhan (PAU UGM, 2000).

Menurut Sidik (2001), dari pelaksanaan desentralisasi di 45 negara dunia
ketiga pada dekade 1960-an, dimana tingkatan desentraiisasi ternyata jug=
berkorelasi secara nyata dengan lima faktor sebagai berikut ini:

1). Umur negara, yaitu semakin tua dan mapan (established) suatu negar=.
semakin tinggi derajat desentralisasinya.

2). Besarnya Produk iNasionai Bruto (PNB), yaitu negara yang memiliki PNS
yang besar, juga menunjukkan tingkat deseniralisasi yang tinggi.

3). Tingkat perkembangan media massa, yaitu negara-negara yang memis
media massa yang tersebar luas dan memiliki kebebasan media massa.
juga merupakan negara dengan ting'kat desentralisasi yang tinggi.

4). Tingkat industrialisasi, yaitu negara-negara dengan tingkat industrizaisas
yang relatif tinggi juga menunjukkan tingkat desentralisasi yang tinggi.

5). Jumlah dari pemerintah daeran, yaitu negara-negara yang memiliki iso&
banyak negara bagian atau pemerintah daerah, juga memiliki kewenangas
memberikan otonomiyang luas kepada daerah.

Dari proses perkembangan desentralisasi ini, jelas tampak bagaiman=
desentralisasi pada akhirnya merupakan indikator dari kedewasaan suats
sistem politik, upaya ke arah demokratisasi sosial, ekonomi, dan siste=
birokrasi yang terkandung di dalamnya.

4. Perspektif Pelaksanaan Otonomi Daerah ke depan

Dalam Pokok-Pokok Pemerintah daerah, dijelaskan mengenai pengsman

otonomi daerah yaitu otonomi nyata dan bertanggung jawab. Otonomi nyata berars
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bahwa otonomi yang dilaksanakan di suatu daerah sedapat mungkin disesuaikan
dengan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya, dimana pemberian
otonomi kepada suatu daerah hanya didasarkan kepada faktor-faktor tindakan-
tindakan serta kebijaksanaan yang menjamin suatu daerah untuk melaksanakan
urusan-urusan yang diserahkan pusat. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab
yaitu berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai bersamaan dengan penyerahan
sebagian urusan pemerintzh pusat ke daerah. Sedangkan tujuan otonomi daerah
adalah untuk kelancaran pembangunan di seluruh daerah serta mendorong
keserasian hubungan antara pusatdan daerah®.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini sudah selayaknya pemerintah
kabupaten dan kota mampu mengembangkan sumber daya sendiri untuk mengurangi
ketergantungan pemerintah pusat’. Meskipun berdasarkan pengalaman
menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan
telah menimbulkan terjadinya distorsi pasar dan terjadinya high cost economy"’,
karena peningkatan penerimaan cederung tidak diikuti dengan peningkatan
pelayanan publik™.

Dalam otonomi daerah, maka pemerintahan daerah wajib untuk meningkatkan
kemakmuran daerah dan tetap memelihara hubungan serasi antara pemerintah pusat
dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan?. Dalam Undang-
undang No. 22 tahun 1999 Bab VIII, Pasal 78 dinyatakan bahwa penyelenggaraan
tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari
dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan
penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai dari dan atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)"

Sebagai upaya menjalankan otonomi daerah pada setiap daerah otonom, maka
perlu adanya kebijakan desentralisasi. Berdasarkan tinjauan kepustakaan,
desentralisasi adalah sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara dalam
memberikan pelayanan publik yany lebih baik dan menciptakan proses pengembilan
keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan
pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan
pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (faxing power), terbentuknya
Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat dan adanya
bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintahan pusat"

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Bahl, Roy, 1999, Implementation rules for fiscal decentralization, Working paper, Giorgia State University & World
Bank, 2003, "Decentralizing Indonesia: Aregional public expenditure review overview report”. Report No. 26191-IND.
Saat, llyas, 2003, Implementasi otonomi daerah sudah mengarah pada distorsi dan high cost economy", Smeru
Working paper.

Halim, A. and Abdullahm S, 2004. “Local Original Review (PAD) as a source of development finsncing', Makalah
disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesian Regional Science Ascociation) ke 6 di Jogjakarta.

* Adisubrata, Winarna Surya, 1999, Otonomi Daerah di Era Reformasi, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Sidik, 2002:1-3, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Bahan
Seminar, Jogjakarta.
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Desentralisasi merupakan suatu refleksi dalam proses reformasi politik, sosial
budaya dan ekonomi. Oleh karenanya, proses desentralisasi di negara-negara
berkembang, seperti di Indonesia telah diwarnai adanya kecenderungan pergeseran
pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat
pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat.

Perluasan Otonomi Daerah sebagaimana tercermin dalam kebijakan
pemerintah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
merupakan suatu peluang untuk memberdayakan daerah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun demikian dalam
pelaksanaannya akan banyak ditemukan masalah dan kendala antara lain sebaga:
berikut : (1) Otonomi Daerah yang berarti kepemilikan kewenangan atau otoritas lo«a!
oleh daerah yang bersangkutan. Pada hakekatnya hal ini merupakan pengembalan
hak daerah untuk mengambil inisiatif dan pra-karsa kreatif bagi kepentingan masy=-
rakat. Dalam hal ini berarti pula secara administratif dan politis, maka daerah harus
dapat secara terkendali dapat menyelenggarakan kekuasa-annya tanpa banyax
campur tangan Pemerintah Pusat. Hal ini penting oleh karena untuk menghindan bias
operasional dari implementasi UU. No. 22/1999 akan muncul baik pada Pemenni=n
Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bias operasional ini dapat berupa ketidakjelasan
atau kerancuan mekanisme dilapangan maupun ketumpang tindihan fungsion=
kelembagaan. (2) Otonomi daerah harus diimplementasikan dalam kerangka oneni=s
agar daerah benar-benar mampu mengambil inisiatif dan prakarsa kreatif menue
keberlangsu-ngan dan keberhasilan pembangunan daerah yang pada giiranns=
nanti, inisiatif dan prakarsa kreatif daerah itu akan dilaksa-nakan sendin Z==
penentuail hasilnya juga akan kembali kepada daerah yang bersangkutan. 3
Implementasi otonomi daerah harus didukung oleh segenap kemampuan Peme-rnt=n
Daerah, struktur kelembagaannya dan masyarakat daerah itu sendiri. Kemamouas
tersebut secara nyata harus memiliki tiga komponen dasar berupa kemampo=s
perencanaan, kemampuan pelaksanaan dan ke-mampuan kontrol atau pengawasas.
Sehingga dengan demikian ke tiga demensi ini yang akan dapat menggerakikan b
pemba-ngunan di daerah secara otonom dan ber-orientasi pada kepentng=s
masyarakat. (4) Pemerintah Daerah harus melakukan penataan restruktunsss
kelembagaan daerah agar kondusif bagi pelaksanaan otonomi. Karenanva =8
restrukturisasi harus di-tujukan pada penataan kelembagaan sesual xsboiisas
daerah setempat seperti dalam membentuk Dinas Daerah atau pemy=tuas
kelembagaan Kanwil/Kandep kedalam Dinas Daerah me-nuju kelembagaar y=mg
efektifitas dan efi-sien sehingga tidak terjebak pada terjadi-nya keruwetan-serasst=s

birokratis pasca perluasan otonomi daerah. (5) Proses restrukturisasi kelemoagsss
daerah harus diiringi dengan penyiapan apa-ratur Pemerintah setagai sumbesSass

manu-sia yang benar-benar profesional dan visioner. Sumber Daya Manusa &
nantinya harus dapat diatur dan dikelola secara tepat dalam suatu iklim s=n= y=ne
dinamis dan demokratis, baik menyangkut rekruitmen, seleksi dan pensmpai=s

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informates Su=tass




KomMTi - Volume : 5, No. : 13/ April 2011

maupun pengem-bangan karier serta komposisi prestasi. Dengan demikian aparatur
Pemerintah ini akan dapat menggerakkan lembaga-lembaga daerah melalui ide dan
prakarsa-prakarsa kreatif menuju terwujudnya otonomi daerah sebagaimana yang
diharapkan. (6) Untuk dapat tercapainya otonomi daerah sebagaimana yang
diharapkan terse-but, maka yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah
diperlukan adanya persepsi yang sama dari semua pihak, baik para pengambil
keputusan dan pelaksana-nya, serta masyarakat luas terutama masya-rakat di daerah
yang nantinya akan merasa-kan hasilnya melalui pemberdayaan dalam kerangka
mencapai masyarakat madani yang diharapkan bersama akan segera dapat terwujud.
Karenanya, pada bagian akhir tulisan ini dapat dikemukakan format disain otonomi
daerah sebagai implikasi dari kebijaksanaan reformasi penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah
Daerah sebagai berikut : (1) Demokratisasi akan berjalan secara lebih transparan
penuh keterbukaan dan semakin menumbuhkan peran dan kemam-puan masyarakat
untuk melibatkan dirinya dalam proses pengambilan keputusan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pemba-ngunan. (2) Kemandirian daerah dalam
menye-lenggarakan urusan rumah tangganya akan semakin terwujud sehingga
mampu meng-hadapi segenap tantangan, hambatan, gangguan dan ancaman yang
akan selalu meng-hadang pada masa-masa mendatang. (3) Terwujudnya efisiensi dan
efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat
memberdayakan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan
rumah tangga daerahnya. (4) Pelimpahan kewenangan kepada Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pe-merintahan akan diberikan secara luas, meskipun masih
dalam bingkai negara kesatuan. Dalam hal ini distribusi kewenangan yang jelas
kepada Daerah menjadi hal yang perting dibanding jenis urusan itu sendiri. (5)
Pelimpahan kewenangan harus terwujud dengan adanya pendekatan pengam-bilan
keputusan atas sesuatu kegiatan pe-merintahan dan pembangunan pada
pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, terutama dalam proses-proses pemberian
perijinan yang mendorong terwujudnya iklim investesi yang kompetitif. {6) Mendorong
adanya privatisasi pe-nyelenggaraan sebagian urusan pemerintah (desentralisasi
pelayanan publik) kepada pihak swasta dan LSM/NGO secara bertahap dengan
secara cermat harus tetap memper-hatikan kondisi dan kemampuan masyarakat.
Dalam hal ini Pemerintah Daerah tetap bertindak sebagai pengatur dalam melakukan
desentralisasi pelayanan publik.

5. PENUTUP
Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan daoat disimpulkan bahwa
paradigma otonomi daerah menuntut suatu arah kebijakan reformasi
penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya memberi ruang pada daerah yang
memungkinkan peran serta aktif masyarakat dalam proses-proses kebijakan
pemerintahan dan pembangunan. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan
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daerah di Indonesia harus dipahami sebagai suatu perubahan kearah perbaikan
sehingga sedapat mungkin tetap memelihara kontinyuitas yang telah ada oleh mersk=
yang memimpin suatu sistem pemerintahan. Untuk mewujudkan keleluasaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, arah kebijakan otonomi daerah harus
mengacu dan dijiwai dengan semangat Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ya=u
sejak dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, beserta revisinya, yaitu UU No.
32 Tahun 2004. Kebijakan ini diikuti kebijakan desentralisasi, yang keberhasilanny=
sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pas=
tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupus
masyarakat keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan dan keuangas
pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia, mekanisme koordinas: untus
meningkatkan kinerja aparat birokrasi, serta perubahan sistem nilai dan periass
birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat dalam pelayanan sekior putis
menjadilebih baik.
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